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ABSTRAK 

 

     Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan 

suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, 

dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak 

tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis 

barang, baik yang tetap maupun yang bergerak. Sewa menyewa 

termasuk bagian yang sangat penting untuk diperhatikan secara 

khusus oleh syari’at Islam dari sisi karakter akadnya. 

     Berdasarkan latar belakang terdapat beberapa rumusan 

masalah diantaranya adalah bagaimana praktik sewa menyewa 

pohon kelapa yang disadap dan dijadikan tuak di Desa Krawang 

Sari, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif 

terhadap penyewaan pohon kelapa yang disadap dan dijadikan 

tuak di Desa Krawang Sari. Tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa pohon 

kelapa yang disadap dan dijadikan tuak dan untuk mengetahui 

bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif mengenai 

praktik penyewaan pohon kelapa yang disadap dan dijadikan 

tuak. 

     Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

Research), yaitu riset yang bersumber langsung di Desa 

Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan 

dengan menggunakan metode observasi yang dilakukan pada 

tempat penelitian, metode wawancara (interview) yang 

dilakukan dengan cara tanya jawab dengan responden, dan 

dokumentasi yang diperoleh dari buku-buku, dokumen atau 

arsip yang menunjang penelitian. Sedangkan pengolahan 

datanya dengan teknik editing terhadap data yang diperoleh, 

organizing yaitu menyusun data yang telah diperoleh, analizing 

yaitu analisis data sehingga dapat dipahami dengan baik. 
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     Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat 

diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan akad sewa menyewa 

pohon kelapa yang disadap dan dijadikan tuak di Desa Krawang 

Sari tidak memenuhi syarat sewa menyewa yang telah 

ditentukan dalam hukum Islam. Karena dala pelaksanaan akad 

sewa menyewa tersebut, pengambilan manfaat pada pohon 

kelapa sebagai objek sewa menyewa digunakan untuk membuat 

tuak yang dilarang dalam Islam. Sehingga menjadikan akad 

sewa menyewa tersebut batal dan haram hukumnya dalam 

ketentuan hukum Islam. Serta dalam pelaksanaan sewa 

menyewa dalam hukum positif sewa menyewa tersebut juga 

dilarang, karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan undang-

undang KUHPerdata Pasal 1320 dimana tujuan dari sebuah 

sewa menyewa harus memenuhi unsur halal. 
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MOTTO 

 

                   

         

Salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai bapakku, 

ambillah dia sebagai pekerja kita karena orang yang paling 

baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat 

dipercaya” (Al-Qashash: 26). 

                               

    

 

 “Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 

sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. ” (QS. Al Maidah: 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://darunnajah.com/57574-2/
https://darunnajah.com/57574-2/
https://darunnajah.com/57574-2/
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Untuk menghindari kesalapahaman memahami 

maksud judul Skripsi dikalangan pembaca, maka perlu 

adanya penjelasan mengenai istilah-istilah yang 

terkandung dalam judul Skripsi. Adapun judulnya adalah 

“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap 

Penyewaan Pohon Kelapa yang Disadap Sebagai 

Tuak” (Studi di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar 

Kabupaten Lampung Selatan). Adapun beberapa istilah 

terdapat dalam judul adalah sebagai berikut : 

1. Hukum Islam 

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan 

berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang 

tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan 

diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang 

beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian 

dan kepatuhan baik secara vertical maupun horizontal.
1
 

2. Hukum Positif 

Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah 

hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini 

sedang berlaku, dan mengikat secara umum atau 

khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau 

pengadilan di Indonesia.
2
 

 

                                                           
1 Rohidin, Pengantar Hukum Islam (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara 

Books, 2017), 4. 
2 Slamet Suhartono, “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi 

Teoritiknya,” Jurnal Ilmu Hukum 15 Nomor 2 (January 2020): 201–211. 
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3. Sewa Menyewa 

Menurut Hanafiyah bahwa sewa menyewa ialah akad 

untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui 

dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan 

imbalan.
3
 

4. Pohon Kelapa 

Kelapa merupakan tanaman kehidupan, tanaman yang 

paling banyak dibudidayakan secara ekstensif dan 

tumbuh serta dimanfaatkan bagi kehidupan manusia. 

Tanaman kelapa tumbuh dan dibudidayakan di 

berbagai Negara tropis basah di dunia. Tetapi 94.64% 

produksinya datang dari kawasan Asia-Pasifik. Di 

kawasan tersebut, Indonesia memiliki luas perkebunan 

dan produksi kelapa terbesar, diikuti oleh Filipina dan 

India.
4
 

5. Tuak 

Tuak merupakan sejenis minuman yang berasal dari 

fermentasi nira dan telah menjadi minuman tradisi 

muda-mudi. Tuak dibuat secara konvesional, sehingga 

tidak diketahui kadar alcohol dan jumlah sel ragi 

saccharomyces tuac di dalam tuak tersebut. Tuak yang 

merupakan minuman beralkohol yang tidak jauh 

berbeda dengan miras (minuman keras) lainnya. Nira 

yang merupakan bahan dasar pembuatan tuak 

mengandung alcohol dengan kadar 4%.
5
 

Kesimpulan dari penegasan judul ini adalah 

meninjau serta menganalisis dari ketentuan-ketentuan 

                                                           
3 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Depok: Rajawali Pers, 2019) , 114. 
4 Winarno, Kelapa Pohon Kehidupan (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka 

Utama, 2014), ix. 
5 Noradina and Meriani Herlina, Vitamin E Dan Paparan Tuak Terhadap 

Fragilitas Osmotik (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021) , 14. 
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hukum Islam dan hukum positif mengenai sewa menyewa 

pohon kelapa yang digunakan untuk membuat tuak.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang 

saling membutuhkan satu sama lain untuk mencukupi 

kebutuhan hidupnya. Hubungan antara manusia dengan 

sesamanya disebut muamalah.
6
 Muamalah merupakan 

bagian hukum islam yang mengatur masalah kebendaan 

dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam 

masalah jual beli, sewa menyewa (Ijarah), pinjam-

meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya.
7
 

Sewa Menyewa (Ijarah) merupakan salah satu 

aspek yang sangat penting bagi manusia. Berdasarkan nash 

al-Qur‟an dan sunnah (hadist) ditegaskan bahwa hukum 

ijarah atau upah mengupah boleh dilakukan dalam Islam 

asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syara‟. Tujuan 

disyariatkannya ijarah adalah untuk memberikan 

keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan 

adanya ijarah keduannya saling mendapat keuntungan.
8
 

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan 

kepada pihak lainnya, kenikmatan dari sesuatu barang, 

selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga 

yang oleh pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi 

pembayarannya.
9
 

                                                           
6 Rohidin, Pengantar Hukum Islam, 13. 
7 Ibid., 14. 
8 Mahmudatus Sa‟diyah, Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik) (Jawa 

Tengah: UNISNU PRESS, 2019), 74. 
9 Djaja S Meliala, Hukum Perjanjian Khusus (Bandung: Nuansa Aulia, 

2012) , 58. 
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Dalam sewa menyewa terdapat emapat hal yang 

berkaitan dengan syarat yaitu pertama, syarat terjadinya 

akad (al-in‟iqad) yang menghendaki terpenuhinya 

ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa 

(„aqidayn), zat (objek) akad sewa, dan tempat 

berlangsungnya akad sewa. Kedua, syarat pelaksanaan 

akad (an-nafadz) yang berkaitan dengan pelaksanaan akad 

ijarah. Ketiga, syarat sahnya ijarah yang berkaitan dengan 

keabsahan akad ijarah yang berhubungan dengan 

pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa 

(ma‟qud alaih). Keempat, yaitu upah/sewa (ujrah), dan zat 

yang dijadikan sebagai bahan sewa (nafs al-„uqud).
10

 

Sewa menyewa merupakan hal yang lumrah 

dilakukan masyarakat dan sewa menyewa merupakan 

salah satu bentuk interaksi yang sering dilakukan. Sewa 

menyewa selain digunakan sebagai lahan bisnis juga 

merupakan kepedulian sosial antar sesama masyarakat. 

Dapat dikatakan bahwa kegiatan ini menjadi salah satu 

solusi kepedulian sosial apabila dilihat dari kegunaan dan 

manfaat atas barang yang disewakan. Perjanjian sewa 

menyewa menimbulkan hak dan kewajiban antara 

penyewa dan yang menyewakan. 

Seperti transaksi sewa menyewa yang terjadi di 

Desa Krawang Sari. Tanaman yang ada pada ladang 

mereka salah satunya adalah pohon kelapa dan mereka 

menggunakan tanaman pohon kelapa sebagai obyek sewa 

menyewa. Tidak semua masyarakat disana memiliki lahan 

yang ditanami pohon kelapa, sebagian masyarakat yang 

bekerja sebagai penyadap pohon kelapa atau pihak 

                                                           
10 Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah (Jakarta: 

Kencana, 2019), 117. 
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penyewa pohon kelapa, yang mana tujuannya untuk 

mendapatkan nira sebagai bahan pokok tuak. 

Pohon kelapa adalah tumbuhan yang termasuk 

kedalam golongan suku aren-arenan, yang hidup banyak di 

daerah tropis khususnya Indonesia. Kelapa merupakan 

pohon serba guna bagi masyarakat, mulai dari batang, 

daun, buah maupun bunga mudanya yang dapat 

menghasilkan air nira yang dapat dijadikan sebagai gula 

kelapa atau difermentasi sebagai tuak.
11

 Tuak adalah 

sejenis minuman beralkohol Nusantara yang mengandung 

kadar alkohol sebanyak 30%-40% yang merupakan hasil 

fermentasi dari nira atau minuman buah yang mengandung 

gula yang berasal dari nira kelapa siwalan yang 

diragikan.
12

 

Pada awalnya sewa menyewa pohon kelapa ini 

jarang dilakukan oleh masyaratan Desa Krawang Sari, 

karena kurang berkembangnya usaha pembuatan tuak di 

daerah tersebut dan hanya dilakukan oleh orang-orang 

tertentu saja seperti halnya orang non muslim, namun 

beberapa tahun belakangan ini tanpa memilih latar 

belakang agama praktik sewa menyewa ini banyak 

diminati oleh masyarakat setempat yang merupakan 

mayoritasnya muslim, yang mana masyarkat melakukan 

pekerjaan sebagai pengragat pohon kelapa untuk diambil 

nira yang bertujuan sebagai bahan dasar tuak dengan cara 

menyewa pohon kelapa pihak lain. 

Transaksi sewa menyewa yang terjadi di Desa 

Krawang Sari bahwa perjanjian sewa menyewa yang 

dilakukan masyarakat merupakan transaksi yang biasa 

                                                           
11 Farah Meita Pratiwi, “Etnabotami Kelapa,” Jurnal Simbosis 2 No.1 

(September 2013). 
12 Siti Nurbaya, “Pemeriksaan Kadar Dalam Minuman Tuak,” Jurnal 

Farmanesia Vol.3 No.1 (March 2016). 
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mereka lakukan dengan dilakukan secara lisan tanpa ada 

dihadiri saksi dan perjanjian sewa menyewa yang mereka 

lakukan dapat terjadi dimana saja termasuk di ladang 

mereka saat melakukan pekerjaannya diladang. 

Sewa menyewa termasuk bagian yang sangat 

penting untuk diperhatikan secara khusus oleh syari‟at 

Islam dari sisi karakter akadnya. Dalam kehidupan nyata 

yang semakin hari semakin memiliki banyak 

keberagaman, sehingga dalam penentuan suatu hukum 

terkadang memiliki pandangan yang belum jelas, salah 

satunya praktik sewa menyewa pohon kelapa yang terjadi 

di Desa Krawang Sari yang mana pohon kelapa tersebut 

disewakan oleh seorang muslim untuk disadap dan 

kemudian dijadikan tuak yang sudah jelas di dalam hukum 

Islam mengharamkan tuak. 

Sewa menyewa pohon kelapa yang menurut 

penulis perlu dikaji lebih dalam. Dalam hal ini, karena 

mengenai objek yang diperbolehkan dalam Islam, akan 

tetapi penggunaan objek tersebut untuk suatu hal yang 

dilarang dalam Islam, sebagaimana yang telah dipaparkan 

diatas, bahwa penyewaan pohon kelapa di tersebut akan 

dijadikan tuak. Sehingga dalam hal ini perlu adanya 

pengkajian lebih lanjut mengenai hukum Islam terhadap 

pelaksanaan akad sewa menyewa tersebut. 

Berdasarkan data yang di dapat peneliti di Desa 

tersebut bahwa yang menjadi pihak pemberi sewa maupun 

penerima sewa adalah orang-orang Islam dan ini 

dibuktikan masyarakat desa setempat yang mana 90% 

beragama Islam yang bekerja sebagai petani dan memiliki 

ladang yang ditanami pohon kelapa yang biasa dijadikan 

sebagai obyek transaksi sewa menyewa. 
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Dengan melihat peristiwa tersebut perjanjian sewa 

menyewa yang dilakukan masyarakat Desa Krawang Sari 

dilihat manfaat obyek sewa menyewa masyarakat setempat 

yang menggunakan pohon kelapa sebagai obyek sewa 

yang sama-sama telah diketahui manfaat dari obyek sewa 

yang mereka lakukan untuk dibuat sebagai bahan dasar 

tuak yang merupakan tidak diperbolehkan dalam syariat 

Islam. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan 

masyarakat yang masih bingung mengenai ketentuan 

hukum pada persoalan sewa menyewa tersebut 

diperbolehkan atau diharamkan. Dengan alasan yang telah 

dipaparkan di atas, kiranya penulis perlu mengangkat tema 

untuk dikaji lebih dalam lagi tentang “Tinjauan Hukum 

Islam dan Hukum Positif Terhadap Penyewaan pohon 

kelapa yang disadap sebagai tuak (Studi Pada Desa 

Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan)” 

 

C. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka 

penelitian ini lebih difokuskan pada Tinjauan hukum Islam 

dan hukum positif terhadap penyewaan pohon kelapa yang 

disadap sebagai tuak. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, 

maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dibahas, 

adapun yang menjadi pokok permasalahn yaitu : 

1. Bagaimana praktik penyewaan pohon kelapa yang 

disadap sebagai tuak di Desa Krawang Sari Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan ? 
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2. Bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

pelaksanaan praktik Penyewaan pohon kelapa yang 

disadap sebagai tuak di Desa Krawang Sari Kecamatan 

Natar Kabupaten Lampung Selatan ? 

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui praktik penyewaan pohon 

kelapa yang disadap sebagai tuak di Desa Krawang 

Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung 

Selatan. 

b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam dan 

Hukum Positif terhadap Pelaksanaan penyewaan 

pohon kelapa yang disadap sebagai tuak di Desa 

Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten 

Lampung Selatan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan 

kontribusi dan pencerahan pemikiran bagi khasanah 

ilmu pengetahuan hukum islam, Khususnya mengenai 

masalah sewa menyewa. 

b. Penelitian ini dapat menjadi gambaran untuk 

masyarakat di dalam melihat sistem bermuamalah 

mereka apakah sudah sesuai dengan tuntutan agama 

Islam dan undang-undang atau belum. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Agar dapat melengkapi wacana yang berkaitan 

dengan penelitian, maka diperlukan beberapa penelitian 

terdahulu di antaranya : 

Ahmad Hafidin
13

 (2019) judul skripsi “Akad Sewa 

Menyewa Pohon Kelapa Deresan Dalam Perspektif 

Hukum Islam” skripsi ini menceritakan bahwa di Dusun 

Planjan Desa Langkap Bumiayu Brebes melakukan sewa 

menyewa dengan akad pohon kelapa untuk di-deres atau 

disadap sari bunga kelapanya yang nantinya akan diolah 

menjadi gula merah, dengan ketentuan setiap pohon kelapa 

dihargai 2 kilogram per buahnya. Biaya sewanya 

menggunakan gula merah hasil dari pemanfaatan pohon 

kelapa tersebut dan dibayarkan setiap akhir bulan, 

ditangguhkan. Pola permbayaran tersebut adalah karena 

pemanfaatan barang sewa untuk usaha tersebut yang mana 

penyewa belum mendapatkan keuntungan dari usaha 

tersebut, dan terkadang kasus badeg (air sari Bungan 

kelapa) yang macet, atau tidak keluar. Maka pembayaran 

sewa diawal, dikhawatirkan mengakibatkan kerugian bagi 

si penyewa. Menurut Perspektif Hukum Islam akad sewa 

menyewa tersebut diperbolehkan, karena dalam kaidah 

ushul fiqh disebutkan; “Al Hukmu Yatba‟u Al Mashlahata 

Al Raajihata” (Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang 

kukuh). 

Siti Hana Kholisoh
14

 (2017) judul skripsi 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa 

                                                           
13 Ahmad Hafidin, “AKAD SEWA MENYEWA POHON KELAPA 

DERESAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Dusun Planjan 

Desa Langkap Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes),” 2019, 110. 
14 Siti Hana Kholisoh, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD 

SEWA MENYEWA POHON MANGGA DENGAN SISTEM BAGI HASIL 

BERDASARKAN KEUNTUNGAN (Studi Di Desa Banjaran Kecamatan Bangsri 

Kabupaten Jepara),” 2017, 126. 
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Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi Hasil Berdasarkan 

Keuntungan” skripsi ini membahas akad sewa yang 

masyarakat Banjaran lakukan dengan menerima uang sewa 

dari sewa pohon manga dan pihak pemberi sewa meminta 

bagian dari hasil panen manga tersebut sehingga tidak 

semua pohon manga yang disewakan disewa dengan uang 

secara utuh dalam masa tertentu. Sehingga menimbulkan 

kerugia terhadap pihak penyewa yang telah membayar 

uang sewa dan ditambah dengan membagi hasil buah 

manga kepada pihak pemberi sewa. Ditinjau dari hukum 

Islam pelkasanaan akad sewa menyewa pohon manga 

dengan sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan 

diperbolehkan, karena proses yang terjadi sudah sesuai 

dengan rukun sewa menyewa yaitu adanya orang yang 

berakad, sewa atau imbalan, manfaat, dan sighad (ijab dan 

qabul), selain itu sewa menyewa dengan sistem bagi hasil 

ini kedua belah pihak saling diuntungkan dan tidak ada 

paksaan dari akad tersebut sehingga tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. 

Niza Rizah Riswana
15

 (2017) judul skripsi 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksaan Ijarah Pada 

Pengolahan Gula Kelapa Di Desa Kalibenda Ajibarang” 

skripsi ini menceritakan bahwa di Desa Kalibenda 

Ajibarang melakukan pelaksanaan sewa menyewa (ijarah) 

yaitu sewa jasa/tenaga dimana pihak pemilik pohon kelapa 

menyewakan pohonnya kepada penderes hingga selesai, 

sedangkan penyewa (penderes) membayar uang sewa 

pohon tersebut dengan menyetorkan hasil dari sewa pohon 

kelapa yang berupa gula kelapa sejumlah yang telah 

ditentukan setiap satu bulan sekali kepada pemilik pohon 

                                                           
15 Niza Rizah Riswana, “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP 

PELAKSANAAN AKAD IJA<RAH PADA PENGOLAHAN GULA KELAPA DI 

DESA KALIBENDA KECAMATAN AJIBARANG,” 2017, 93. 
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sebagai ganti uang sewa pohon tersebut. Sistem 

pengupahan yang digunakan dalam perjanjian dengan 

sistem setoran (pasokan) dan sistem giliran (paron) adalah 

diperbolehkan menurut hukum Islam, Karena perjanjian 

tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat-syarat 

perjanjian setelah dikomparasikan dengan prinsip-prinsip 

muamalah yang ada. 

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi terdahulu yaitu 

pada skripsi yang pertama yang di tulis oleh Ahmad 

Hafidin (2019) yang berjudul “Akad Sewa Menyewa 

Pohon Kelapa Deresan Dalam Perspektif Hukum Islam” 

berfokus pada akad ijarah dengan metode pembayaran 

biaya sewa yang ditangguhkan. Selanjutnya pada skripsi 

yang kedua yang ditulis oleh Siti Hana Kholisoh (2017) 

yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad 

Sewa Menyewa Pohon Mangga Dengan Sistem Bagi HAsil 

Berdasarkan Keuntungan” berfokus pada akad sewa 

menyewa dengan sistem bagi hasil setiap panen pohon 

tersebut antara penyewa dan pemilik pohon dengan jumlah 

uang sewa dan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. 

Dan yang terakhir skripsi Niza Rizah Riswana (2017) 

dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Pelaksanaan Akad Ijarah Pada Pengolahan Gula Kelapa 

Di Desa Kalibenda Ajibarang” yang berfokus pada akad 

ijarah membayar uang sewa pohon kelapa dengan 

menyetorkan hasil dari sewa pohon kelapa berupa gula 

kelapa setiap satu bulan sekali. Sedangkan skripsi yang 

penulis tulis ini fokusnya pada pemanfaatan obyek sewa 

yang tidak sesuai dengan syarat obyek sewa menyewa 

berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Jadi belum 

ada skripsi-skripsi terdahulu yang fokus pembahasannya 

sama dengan skripsi ini. 
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H. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang 

berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara 

metodologis berarti berdasarkan suatu sistem, sedangkan 

konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
16

 

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika 

dan pemirikan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisanya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang 

mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian 

mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-

permasalahan yang timbul di dalam gejala yang 

bersangkutan. Penelitain merupakan kegiatan ilmiah yang 

berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, 

sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara 

metodologis berarti bersadarkan suatu sistem, sedangkan 

konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang 

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.
17

 

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

komparatif. Alasannya adalah untuk menghasilkan data 

deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang 

diamati. 

1. Jenis penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan 

termasuk penelitian lapangan (Field Research), 

                                                           
16 Sulaiman Tripa, Diskursus Metode Dalam Penelitian Hukum (Banda 

Aceh: Bandar Publishing, 2019), 71. 
17 Ibid., 72. 
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yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. Penelitian kualitatif 

sering disebut penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting), disebut metode kualitatif, karena 

data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 

kualitatif.
18

 

b. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif 

secara komperatif dengan pendekatan induktif. 

Alasannya adalah penelitian yang menggambarkan 

peristiwa yang ada dilapangan. Dalam penelitian 

ini akan dijelaskan mengenai sistem sewa 

menyewa pohon kelapa yang disadap dan 

digunakan untuk pembuatan tuak pada Desa 

Krawang Sari Natar. 

2. Sumber Data 

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan 

penyewaan pohon kelapa yang disadap sebagai tuak 

dalam tinjauan hukum Islam. Oleh karena itu sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian dengan 

menggunakan alat pengambilan data langsung pada 

                                                           
18 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, kedua 

Cet.1 (Bandung: Alfabeta, 2019), 17. 
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subjek sebagai sumber informasi yang dicari. 

Adapun data penelitian ini akan diperoleh dari Ibu 

Saniah dan Bapak Yadi selaku pemilik pohon 

kelapa, Bapak Ropi (Apet) dan Bapak Herman 

selaku penyewa dan penyadap pohon kelapa, serta 

Bapak Andi Purwanto dan Bapak Legiono selaku 

orang yang mengetahui pelaksanaan sewa 

menyewa yang berada di Desa Krawang Sari 

sebagai tempat penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh 

melalui pihak-pihak lain, tidak langsung dari 

subjek penelitiannya. Peneliti menggunakan data 

ini sebagai data pendukung yang berhubungan 

dengan penelitian. Sumber data yang diperoleh dari 

buku-buku, artikel, jurnal, serta bahan lainnya yang 

terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
19

 Populasi dalam penelitian ini 

berjumlah 6 orang, dalam hal ini yang menjadi 

populasi penelitian ini adalah pemilik pohon kelapa 

sebagai orang yang menyewakan pohon kelapa 

berjumlah 2 orang, penyadap pohon kelapa 

berjumlah 2 orang, dan warga sekitar Dusun 

Sidoerjo Desa Krawang Sari berjumlah 2 orang 

yang mengetahui tentang pelaksanaan sewa 

                                                           
19 Ibid., 293. 
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menyewa pohon kelapa yang disadap dan dijadikan 

tuak  

b. Sampel adalah sebagian dari populasi.
20

 Menurut 

Ninit Alfianika jika populasi kurang dari 100 maka 

seluruh populasi dijadikan subjek penelitian yang 

berjumlah 6 orang, dalam hal ini yang menjadi 

sampel penelitian ini adalah pemilik pohon kelapa 

sebagai orang yang menyewakan pohon kelapa 

berjumlah 2 orang, penyadap pohon kelapa 

berjumlah 2 orang, dan warga sekitar Dusun 

Sidoerjo Desa Krawang Sari berjumlah 2 orang 

yang mengetahui tentang pelaksanaan sewa 

menyewa pohon kelapa yang disadap dan dijadikan 

tuak. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dapat 

digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat 

dalam penelitian ini yaitu berupa: 

a. Observasi 

Observasi adalah mengadakan pengamatan 

secara langsung pada obyek yang diteliti dengan 

maksud melihat, mengamati, merasakan, kemudian 

memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah 

diketahui sebelumnya untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk 

melanjutkan suatu penelitian. Observasi dilakukan 

untuk mengumpulkan data secara langsung di 

tempat penelitian yaitu Desa Krawang Sari, dengan 

                                                           
20 Ibid. 
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demikian akan dapat memperoleh data yang tepat 

dan akurat. 

b. Wawancara (interview)  

Wawancara (interview) adalah kegiatan 

pengumpulan data primer yang bersumber 

langsung dari responden peneliti di lapangan 

(lokasi). Wawancara guna menggali informasi 

secara langsung kepada pihak-pihak terkait di 

tempat penelitian yaitu 6 orang yang dijadikan 

sebagai subjek wawancara di Desa Krawang Sari. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara yang digunakan 

untuk mencari data mengenai hal-hal yang variabel 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, agenda dan sebagainya. Pelaksanaannya 

dengan menggunakan catatan baik berupa arsip-

arsip atau dokumentasi, maupun keterangan yang 

berkaitan dengan penyewaan pohon kelapa yang 

disadap sebagai tuak. 

5. Metode Pengolah Data 

Pengolah data adalah melakukan analisis 

terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu 

yang berlaku dalam peneliti. Pengolahan data 

umumnya dilakukan dengan cara : 

a. Editing Data yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara memeriksa kelengkapan data yang 

telah dikumpulkan. Yaitu mengadakan 

pemeriksaankembali data-data yang telah 

dihasilkan. Dalam penelitian mengenai penyewaan 

pohon kelapa yang disadap sebagai tuak. 
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b. Organizing yaitu menyusun data dan 

mensistematika data bersadarkan urutan masalah 

kemudian hasil data yang telah diedit disusun dan 

di kelompokkan sesuai dengan urutan masalah. 

c. Analizing dalam penelitian ini adalah penafsiran 

hukum terhadap data yang diperoleh yang 

dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara 

menguraikan data yang bermutu dalam bentuk 

kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, 

dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data 

dan pemahaman hasil analisis yang dapat diuraikan 

dan dijelaskan ke dalam bentuk kalimat yang jelas, 

teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh 

gambaran yang jelas dan dapat ditarik kesimpulan 

berupa analisa dan perumusan aturan sewa 

menyewa pohon kelapa dalam Islam dan 

praktiknya terhadap sewa menyewa pohon kelapa 

yang disadap sebagai tuak. 

6. Metode Analisis Data  

Analisis data dilakukan dengan cara mengolah 

data berdasarkan metode deskriptif kualitatif secara 

komperatif dengan pendekatan induktif. Cara kerjanya 

dilakukan melalui analisa bertahap dan berlapis, 

analisa bertahap maksudnya analisa data kualitatif 

biasa dilakukan sejak awal data diperoleh, sedikit demi 

sedikit. Analisa berlapis maksudnya keseluruhan data 

akan analisa lebih lanjut setelah semua data telah 

terkumpul secara lengkap mulai dari bab pendahuluan 

sampai kesimpulan dalam rangka menemukan jawaban 

dari rumusan masalah yang telah ditentukan sejak awal 

penelitian ini. 
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Metode analisis yang dipakai adalah Deskriptif 

Kualitatif, yaitu analisa yang menggambarkan keadaan 

atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, 

kemudian dipisahkan menurut kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. 

 

I. Kerangka Teoretik 

Hukum Islam merupakan sebagai hukum yang 

diturunkan Allah Swt. melalui Rasul-Nya, untuk 

disebarluaskan dan dipedomani umat manusia guna 

mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat (Rofiq, 

2001: 22).
21

  Substansi hukum merupakan norma yang 

memberikan regulasi bagi perbuatan dan tingkah laku 

manusia secara menyeluruh baik yang berhubungan 

dengan Tuhannya, sesama manusia dan alam semesta. 

Bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhannya disebut bidang ibadah ritual (ibadah 

mahdhah). Adapun bagian hukum Islam yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan 

benda dan alam disebut muamalah (ibadah ghair 

maghdhah).
22

 

Sewa Menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan 

dengan “Al-Ijarah” berasal dari kata al-ajru yang arti 

menurut bahasanya ialah al-„iwadh yang arti dalam bahasa 

indonesianya ialah ganti dan upah.
23

 Hukum asal ijarah 

adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai 

dengan ketentuan yang ditetapkan Islam.
24

 Jika ijarah itu 

suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya 

                                                           
21 Achmad Irwan Hamzani, Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di 

Indonesia (Jakarta: Kencana, 2020), 16. 
22 Ibid., 30. 
23 Suhendi, Fiqh Muamalah, 114. 
24 Sa‟diyah, Fiqh Muamalah II (Teori Dan Praktik), 72. 
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pada waktu berakhirnya pekerjaan. Jika mu‟jir 

menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta‟jir, ia 

berhak menerima bayarannya karena penyewa (musta‟jir) 

sudah menerima kegunaan.
25

 

Rukun sewa menyewa ada empat yaitu : 

1. Shighat, yaitu ijab qabul.  

2. Muta‟aqidain (dua pihak yang melakukan transaksi), 

yaitu orang yang menyewakan dan orang yang 

menyewa. 

3. Ma‟qud‟alaih (manfaat yang ditransaksikan). 

4. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh 

penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang ia 

dapatkan.
26

 

Syarat-syarat yang berlaku pada sewa menyewa adalah 

sebagai berikut : 

1.  Ijarah dilakukan oleh orang yang mempunyai hak 

tasharruf (membelanjakan harta). Syarat ini berlaku 

bagi semua jenis muamalah. 

2. Manfaat dapat diketahui seperti menempati rumah, 

malayani seseorang, mengajarkan suatu ilmu dan 

sebagainya. 

3. Diketahui upahnya. 

4. Manfaat dalam ijarah adalah mubah, tidak sah manfaat 

yang haram.
27

 

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwasannya 

sewa menyewa adalah hal yang diperbolehkan dalam 

                                                           
25 Suhendi, Fiqh Muamalah, 121. 
26 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam (Jakarta: PT. RajaGrafindo 

Persada, 2015), 197. 
27 Ibid. 
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Islam dengan syarat dan rukun yang ditentukan oleh syar‟i, 

tentu saja syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum 

syara‟ ini bertujuan untuk memastikan transaksi yang kita 

lakukan tidak melanggar hukum Allah dan menjadi hal 

yang di ridhoi Allah SWT. Untuk memecahkan masalah 

sewa menyewa pohon kelapa yang disadap dan dijadikan 

tuak perlu melihat teori sadduzari‟ah untuk mengetahui 

hukumnya. 

Secara Terminologi Menurut al-Qarafi, sad adza-

dzari‟ah adalah memotong jalan kerusakan (mafsadah) 

sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski 

suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (mafsadah), 

namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana 

terjadi suatu kerusakan (mafsadah), maka kita harus 

mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang 

senada, menurut asy-Syaukani, adz-dzari‟ah adalah 

masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan 

namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang 

dilarang (al-mahzhur).
28

 

Dalam karyanya al-Muwafaqat, asy-Syabiti 

menyatakan bahwa sad adz-dzari‟ah adalah menolak 

sesuatu yang boleh (jaiz) agar tidak mengantarkan kepada 

sesuatu yang dilarang (mamnu‟). Menurut Mukhtar Yahya 

dan Fatchurrahman, sad adz-dzari‟ah adalah meniadakan 

atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang 

dilarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-

Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk 

sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan.
29

 

 

                                                           
 28 Mohammad Rusfi, Ushul Fiqh-I (Lampung: Seksi Penerbitan 

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2017), 109. 
29 Ibid., 109. 
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J. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan 

memahami isi skripsi, maka seluruh pembahasan di bagi 

menjadi 5 bab, yaitu: 

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab 

yaitu: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, 

metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab II penulis menjelaskan tentang sewa menyewa 

(Ijarah) dalam islam, seperti pengertian pengertian sewa 

menyewa, dasar hukum sewa menyewa, rukun dan syarat 

sewa menyewa, jenis-jenis sewa menyewa, pembayaran 

upah dan sewa, hak dan kewajiban dalam sewa menyewa, 

berakhirnya sewa menyewa, dan hikmah sewa menyewa. 

Penulis juga menjelaskan tentang sewa menyewa dalam 

hukum positif, menyewakan pohon untuk diambil buah 

dan niranya, dan pengertian tuak. 

Bab III penulis menguraikan sekilas tentang gambaran 

umum lokasi penelitian seperti sejarah Desa Krawang Sari, 

visi dan misi Desa Krawang Sari, kondisi umum Desa 

Krawang Sari, dan keadaan sosial ekonomi Desa Krawang 

Sari. 

Bab IV penulis menjelaskan tentang hasil penelitian yang 

sudah penulis teliti. 

Bab V penutup merupakan bagian akhir dari penulisan 

skripsi terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Hukum Islam  

1. Pengertian Hukum Islam 

Hukum Islam merupakan penggabungan dari dua 

kata, hukum dan Islam. Untuk mendapatkan pemahaman 

yang komprehensif tentang hukum Islam, perlu 

pemahaman definitif tentang hukum dan Islam. Setelah 

itu baru diketahui apakah hukum Islam sebagai istilah 

tersendiri, ataukah paduan dari istilah hukum dan 

Islam.
30

 

Hukum dapat dipahami sebagai seperangkat 

aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur tingkah 

laku manusia dalam suatu masyarakat, baik yang 

ditetapkan oleh penguasa maupun tumbuh dan 

berkembang di masyarakat. Bentuknya bisa tertulis 

seperti peraturan perundangan maupun tidak tertulis 

seperti hukum adat dan hukum yang hidup di masyarakat 

(the living law).
31

 

Adapun Islam secara harfiah berarti menyerahkan 

diri, selamat, atau kesejahteraan. Maksudnya orang yang 

mengikuti Islam akan memperoleh keselamatan dan 

kesejahteraan dunia akhirat.
32

 

Apabila kedua kata hukum dan Islam 

digabungkan menjadi hukum Islam, maka dapat 

dipahami sebagai hukum yang diturunkan Allah Swt. 

melalui Rasul-Nya, untuk disebarluaskan dan 

                                                           
30 Hamzani, Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, 15. 
31 Ibid., 15. 
32 Ibid., 15. 
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dipedomani umat manusia guna mencapai keselamatan 

di dunia dan di akhirat (Rofiq, 2001: 22).
33

 

2. Asas-Asas Hukum Islam 

Kata asas berasal dari bahasa Arab asasun artinya 

dasar, basis, fondasi. Jika dihubungkan dengan sistem 

berpikir, asas adalah landasan berpikir yang sangat 

mendasar. Pengertian asas dalam bahasa Indonesia 

adalah dasar, alas, atau pondamen, kebenaran yang 

menjadi tumpuan berpikir/berpendapat.
34

 

Apabila asas dihubungkan dengan hukum berarti 

kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan 

alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan 

hukum. Misalnya asas hukum pidana berarti tolak ukur 

dalam pelaksanaan hukum pidana. Asas hukum pada 

umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk 

mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan 

hukum. 

Asas hukum Islam digali dari sumber hukum 

Islam yaitu Al-Qur‟an, Hadis/Sunnah, dan hasil ijtihad 

orang yang memenuhi syarat. Secara umum, asas yang 

menjadi tolok ukur hukum Islam ada tiga, yaitu keadilan, 

kepastian, dan kemanfaatan. Ketiga asa tersebut menjadi 

rujukan dalam bidang atau lapangan hukum Islam, di 

samping ada asas yang spesifik pada masing-masing 

bidang hukum Islam.
35

 

3. Tujuan Hukum Islam 

Tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk 

mewujudkan atau menciptakan kemaslahatan hidup 

manusia di dunia dan kebahagian hidup di akhirat. 

                                                           
33 Ibid., 16. 
34 Ibid., 21. 
35 Ibid., 22. 
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Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari pembuat 

hukum, yaitu Allah Swt dan Rasulnya, dan dari segi 

subjek hukum yaitu manusia.
36

 

a. Memelihara Agama 

Memelihara atau menjaga agama ditinjau 

kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga 

peringkat sebagai berikut: 

1. Memelihara agama dalam peringkat daruriyyat, 

yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban 

keagamaan yang masuk peringkat primer, yaitu 

rukun Islam dan rukun keimanan. Apabila hal ini 

diabaikan, amaka akan terancamlah eksistensi 

agama Islam. 

2. Memelihara agama dalam peringkat hajiyyat, 

yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan 

maksud menghindari kesulitan seperti shalat 

jamak dan shalat qasar bagi yang sedang 

berpergian. 

3. Memelihara agama dalam peringkat tahsiniyyat, 

yaitu mengikuti petunjuk agama guna 

menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus 

melengkapi pelaksanaan kewajiban terhadap 

Tuhan. Misalnya menutup aurat baik di dalam 

maupun di luar shalat, membersihkan badan, 

pakaian dan tempat. 

 

 

 

 

                                                           
36 Ibid., 25. 
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b. Memelihara Jiwa  

Memelihara jiwa ditinjau dari tingkat 

kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga 

peringkat, yaitu: 

1. Memelihara jiwa dalam peringkat daruriyyat, 

seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa 

makanan untuk mempertahankan hidup. Apabila 

kebutuhan pokok ini diabaikan, dapat 

membahayakan jiwa atau kehidupan manusia. 

2. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyyat, 

seperti dibolehkan memakan makanan yang enak, 

berkendaraan, dan kebolehan lainnya yang 

menunjang kehidupan manusia.  

3. Memelihara jiwa dalam peringkat tahsiniyyat, 

seperti tata cara makan, dan minum, aksesoris 

pakaian, perabit rumah tangga, dan kebolehan 

lain yang memperindah kehidupan manusia. 

c. Memelihara Akal 

Memelihara akal ditinjau dari segi kepentingannya, 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: 

1. Memelihara akal dalam peringkat daruriyyat, 

seperti diharamkan meminum minuman keras. 

Apabila ketentuan ini tidak diindahkan, maka 

akan berakibat terancamnya eksistensi akal. 

2. Memelihara akal dalam peringkat hajiyyat, 

seperti dianjurkannya menuntut ilmu 

pengetahuan. 

3. Memeliharan akal dalam peingkat tahsiniyyat, 

seperti menghindarkan diri dari mengkhayal atau 

mendengarkan sesuatu yang tidak bermanfaat. 
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d. Memelihara Keturunan  

Memelihara keturunan ditinjau dari segi tingkat 

kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tiga 

peringkat, yaitu : 

1. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, 

seperti disyariatkan nikah dan dilarang zina. 

2. Memelihara keturunan dalam peringkat hajiyyat, 

seperti di tetapkannya ketentuan menyebutkan 

mahar bagi suami pada waktu akan nikah dan 

diberikan hak talak. 

3. Memelihara keturunan dalam peringkat 

tahsiniyyat, seperti disyariatkannya khitbah atau 

walimah dalam perkawinan. 

e. Memelihara Harta 

Memelihara harta ditinjau dari segi kepentingannya 

dapat dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu: 

1. Memelihara harta dalam peringkat daruriyyat, 

seperti syariat tentang tata cara pemilikan harta 

dan larangan mengambil harta orang lain dengan 

cara yang tidak sah. 

2. Memelihara harta dalam peringkat hajiyyat, 

seperti syari‟at tentang pinjam-meminjam, dan 

mudarabah. 

3. Memelihara harta dalam peringkat tahsiniyyat, 

seperti kebolehan menabung atau saving harta. 

Apabila dicermati, tujuan hukum Islam 

berdimensi untuk kebahagiaan manusia di dunia dan 

akhirat dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan 

menolak yang berdampak buruk. Dengan kata lain, 

tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hidup 
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manusia, jasmani maupun rohami, individu maupun 

kolektif.
37

 

4. Ruang Lingkup Hukum Islam 

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan 

hukum antara manusia dan manusia atau hubungan 

manusia dengan benda saja tetapi juga mengatur 

hubungan hukum antara manusia dengan Tuhan. 

Interaksi manusia dengan berbagai hal tersebut diatur 

oleh seperangkat ukuran tingkah laku yang dalam 

terminologi Islam disebut hukm jamaknya ahkam.
38

 

Substansi hukum merupakan norma yang 

memberikan regulasi bagi perbuatan dan tingkah laku 

manusia secara menyeluruh baik yang berhubungan 

dengan Tuhannya, sesame manusia dan alam semesta. 

Bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia 

dengan Tuhannya disebut bidang ibadah ritual (ibadah 

mahdhah). Adapun bagian hukum Islam yang mengatur 

hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan 

benda dan alam disebut muamalah (ibadah ghair 

maghdhah).
39

 

5. Bentuk-Bentuk Hukum Islam 

Hukum Islam dalam perjalanan sejarahnya lebih 

dominan diasosiasikan sebagai fikih. Namun sebenarnya 

ada beberapa produk hukum Islam lain yang memiliki 

karakteristik berbeda dengan fikih. Hal ini karena fikih 

sebagai suatu disiplin ilmu, merupakan ilmu yang 

termasuk paling dahulu memperoleh pengakuan dalam 

                                                           
37 Ibid., 29. 
38 Ibid., 30. 
39 Ibid., 30. 
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komunitas keilmuan. Ada empat bentuk hukum Islam 

yaitu fikih, al-qadla, fatwa, dan qarun.
40

 

1. Fikih 

Fikih merupakan objek kajian dalam disiplin 

hukum Islam. Secara epistemologis fikih juga 

sebagai suatu proses yang melahirkan suatu 

bangunan ilmu yang berdiri sendiri, yaitu ilmu ushul 

al-fiqh, dan produk penalaran seseorang (faqih). 

Sebagai produk pemikiran hukum, fikih adalah 

hukum-hukum syara‟ yang bersifat praktis yang 

diperoleh dari dalil-dalil yang perinci. Contohnya 

dalam hukum wajibnya shalat lima waktu. Penentuan 

hukum ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam 

ayat aqimuu al-shalaah (dirikanlah shalat). 

2. Qadla  

Qadla dapat pula disebut al-hukm, atau 

putusan pengadilan, yaitu ucapan (dan/atau tulisan) 

penetapan atau keputusan yang dikeluarkan oleh 

badan yang diberi kewenangan untuk itu (al-wilayat 

al-qadla). Qadla dalam kajian ilmu hukum dapat 

disamakan dengan yurisprudensi. Sebagian pendapat 

mendefinisikan keputusan pengadilan (al-qadla) 

sebagai ketetapan hukum syar‟i yang disampaikan 

melalui seorang qadli atau hakim. 

3. Fatwa  

Fatwa merupakan hasil ijtihad seorang mufti 

atau kelembagaan sehubungan dengan peristiwa 

hukum yang diajukan kepadanya. Fatwa lebih khusus 

daripada fikih atau ijtihad secara umum. Tidak 

menutup kemungkinan bahwa apa yang difatwakan 

                                                           
40 Ibid., 33. 
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oleh mufti, sesungguhnya telah dibicarakan dalam 

fikih, tetapi belum dipahami peminta fatwa. 

4. Qanun (Perundang-undangan) 

Qanun atau perundang-undangan yaitu 

peraturan yang dibuat oleh suatu badan legislative 

(al-sulthan al-tasyri‟yah) yang mengikat setiap 

warga di mana undang-undang itu diberlakukan yang 

apabila dilanggar akan mendatangkan sanksi. 

Undang-undang umumnya merupakan consensus 

bersama (ijtihad jama‟i) yang dinamikanya relative 

lamban, karena biasanya untuk mengubah suatu 

undang-undang memerlukan waktu, biaya, dan 

persiapan yang tidak sederhana. Apalagi jika dalam 

lembaga legislative terdapat anggota yang beragam 

paham dan beda agamanya, tentu menjadikan 

pembuatan qanun sarat akan tarik ulur. 

 

B. Sewa Menyewa (Ijarah) 

1. Pengertian Sewa Menyewa 

Sewa Menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan 

dengan “Al-Ijarah” berasal dari kata al-ajru yang arti 

menurut bahasanya ialah al-„iwadh yang arti dalam 

bahasa indonesianta ialah ganti dan upah.
41

 

Sedangkan menurut istilah, para ulama berbeda-

beda mendefiniskan ijarah, antara lain adalah sebagai 

berikut : 

a. Menurut Hanafiyah bahwa ijarah ialah : Akad untuk 

membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan 

disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. 

                                                           
41 Suhendi, Fiqh Muamalah, 114. 
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b. Menurut Malikiyah bahwa ijarah ialah : Nama bagi 

akad-akad kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan 

untuk sebagian yang dapat dipindahkan. 

c. Menurut Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah 

bahwa yang dimaksud dengan Ijarah ialah : Akad 

atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk 

memberi dan membolehkan dengan imbalan yang 

diketahui ketika itu. 

d. Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib bahwa 

yang dimaksud dengan Ijarah adalah : Pemilikan 

manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat. 

e. Menurut Sayyid Sabiq bahwa Ijarah ialah suatu jenis 

akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian. 

f. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa Ijarah ialah : 

Akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk 

masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan 

imbalan, sama dengan menjual manfaat. 

g. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya 

mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan 

memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
42

 

Dengan demikian Ijarah adalah akad pemindahan 

hak atas barang atau jasa (manfaat) tanpa diikuti dengan 

perpindahan kepemilikan atas benda yang dimanfaatkan, 

melalui pembayaran sewa. Manfaat (jasa) yang 

disewakan adalah sesuatu yang dibolehkan menurut 

ketentuan syariat dan dapat dimanfaatkan. Transaksi 

Ijarah didasarkan pada adanya pengalihan hak manfaat 

atas suatu objek yang disewakan.
43

 

                                                           
42 Ibid., 114. 
43 Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah, 116. 
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2. Dasar Hukum Sewa Menyewa 

Hukum asal ijarah adalah mubah atau boleh, 

yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan Islam.
44

 Berikut adalah beberapa dasar hukum 

yang membolehkan ijarah berdasarkan Al-Qur‟an dan 

Hadist Nabi. 

a. Al-Qur’an  

Terdapat dalam al-Qur‟an QS. Al-Qashash ayat 26 

sebagai berikut: 

ِٕيُّ  ٍِ اسْحأَجَْسْتَ انْقَ ٍْسَ يَ ٌَّ خَ ا ٌاَ أتَثَِ اسْحأَجِْسُِْ ۖ إِ ًَ قاَنثَْ إحِْدَاُْ

  )٦٢: ٱنْقصََص ( الْْيٍٍَِ

Salah seorang dari wanita itu berkata: “wahai 

bapakku, ambillah dia sebagai pekerja kita karena 

orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja 

adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya” (Al-

Qashash: 26). 

b. Al-Hadis 

1. Hadits sunan ibnu majah no 2341  

 

َْثَ  اقِ ، أَ شَّ ثَُاَ عَثْدُ انسَّ ٍُ ٌحٍَْىَ ، حَدَّ دُ تْ ًَّ ثَُاَ يُحَ سٌ حَدَّ ًَ أََاَ يَعْ

ٍْ عِكْسِيَةَ ، ًِّ ، عَ ٍْ جَاتسٍِ انْجُعْفِ ٍِ عَثَّاضٍ ، قاَلَ ، عَ ٍِ اتْ عَ

لََ  َٔ سَهَّىَ : " لََ ضَسَزَ  َٔ  ِّ ٍْ ُ عَهَ ِ صَهَّى اللََّّ : قاَلَ زَسُٕلُ اللََّّ

  . "ضِسَازَ 

 

Artinya: Muhammad bin Yahya telah 

menceritakan kepada kami, beliau mengatakan: 

Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, beliau 
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mengatakan: Ma‟mar memberitakan kepada 

kami, dari Jabir Al-Ju‟fi, dari Ikrimah, dari Ibnu 

Abbas beliau mengatakan: Rasulullah Shalallahu 

Alaihi wasallam bersabda: Tidak boleh ada 

bahaya dan tidak boleh membahayakan orang 

lain.
45

 

2. Kaida fiqiyah  

سَائهِِّ َٕ ءِ أيَْسٌ تِ ًْ  الْيَْسُ تاِنشَّ

Artinya: Perintah terhadap sesuatu perbuatan 

berarti perintah juga bagi perkara-perkara yang 

menjadi perantara terlaksananya perbuatan 

tersebut.
46

 

 انًُٓ عٍ انشًء ًَٓ عٍ ٔسائهّ

Artinya: Larangan terhadap sesuatu  juga 

merupakan larangan terhadap sarana-sarananya”.
47

 

3. Hadis Riwayat Abu Daud dari Sa‟d Ibn Abu 

Waqqash, ia berkata:  

يَاسَعِدَ  َٔ زْعِ  ٍَ انصَّ ًْ يِ اقِ َٕ ا عَهىَ انسَّ ًَ كَُُّا َكُْسِي اْلْزَْضَ تِ

 ِّ ٍْ لُ اللَِّ صَهَّى اللَُّ عَهَ ْٕ ُْٓاَ، فََُٓاََاَ زَسُ اءِ يِ ًَ سَهَّىَ  تاِنْ َٔ  ِّ آنِ َٔ

ةٍ  ْٔ فضَِّ ٌْ َكُْسٌَِٓاَ ترَِْةٍَ أَ أيََسََاَ أَ َٔ ٍْ ذَنكَِ   .عَ

“kami pernah menyewakan tanah dengan 

(bayaran) hasil pertaniannya; maka, Rasulullah 

melarang kami melakukan hal tersebut dan 
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memerintahkan agar kami menyewakannya 

dengan emas atau perak”.
48

 

4. Hadis Nabi riwayat Tarmidzi dari‟Amr bin „Auf: 

ْٔ أحََمَّ  وَ حَلالًََ أَ ٍَ إلََِّ صُهْحًا حَسَّ ٍ ًِ سْهِ ًُ ٍَ انْ ٍْ هْحُ جَائصٌِ تَ انَصُّ

وَ حَلالًََ  ِٓىْ إلََِّ شَسْطاً حَسَّ ٌَ عَهىَ شُسُٔطِ ٕ ًُ سْهِ ًُ انْ َٔ حَسَايًا 

ْٔ أحََمَّ حَسَايًا  أَ

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum 

muslimin kecuali perdamaian yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan 

syarat-syarat mereka kecuali syarat yang 

mengharamkan yang halal atau menghalalkan 

yang haram”.
49

 

f. Ijma’ 

Berdasrkan Ijma‟, Para Ulama sepakat bahwa 

ijarah itu dibolehkan dan tidak ada seorang ulama 

pun yang membahntah kesepakatan (ijma‟) ini, 

sekalipun ada beberapa orang di antara mereka yang 

berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.
50

 

Jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan 

ijarah ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat, 

dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan 

ijarah.
51

 

3. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa 

a. Rukun Sewa Menyewa 

Rukun sewa menyewa ada empat yaitu : 
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1. Shighat, yaitu ijab qabul. 

2. Muta‟aqidain (dua pihak yang melakukan 

transaksi), yaitu orang yang menyewakan dan 

orang yang menyewa. 

3. Ma‟qud‟alaih (manfaat yang ditransaksikan). 

4. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh 

penyewa sebagai kompensasi dari manfaat yang 

ia dapatkan.
52

 

b. Syarat Sewa Menyewa 

Syarat-syarat yang berlaku pada sewa menyewa 

sebagai berikut : 

1. Ijarah dilakukan oleh orang yang mempunyai hak 

tasharruf (membelanjakan harta). Syarat ini 

berlaku bagi semua jenis muamalah. 

2. Manfaat dapat diketahui seperti menempati 

rumah, malayani seseorang, mengajarkan suatu 

ilmu dan sebagainya. 

3. Diketahui upahnya. 

4. Manfaat dalam ijarah adalah mubah, tidak sah 

manfaat yang haram.
53

 

c. Syarat Objek Sewa Menyewa 

1. Manfaat asset dan/atau jasa 

a) Harus dapat dinilai dan bisa dilakukan dalam 

kontrak. 

Misalnya seperti sewa mobil, maka mobil 

tersebut harus bisa berfungsi sebagaimana 
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mestinya mestinya dan tidak mengalami 

kerusakan. 

b) Harus diperbolehkan secara syariah atau tidak 

diharamkan. 

Oleh karena itu ijarah atas objek sewa yang 

diharamkan oleh Allah dianggap tidak sah. 

Misalnya seperti, memberi upah kepada 

orang untuk mencelakai orang lain, 

menyewakan rumah sebagai tempat berbuat 

maksiat dan lain sebagainya. 

c) Ditentukannya dengan jelas jangka waktu 

penggunaan manfaat. 

Misalnya 5 tahun. Spesifikasi-nya harus 

dikenali secara jelas untuk menghilangkan 

ketidaktahuan yang bisa menyebabkan 

sengketa. Misalnya seperti kondisi fisik mobil 

yang disewakan. Untuk mengetahui kejelasan 

dari manfaat suatu asset atau barang bisa 

dilaksanakan identifikasi fisik.
54

 

Yang dimaksud dengan kehalalan manfaat objek 

yang disewakan adalah kemanfaatan objek yang 

diperjanjikan yang dibolehkan dalam agama yang tidak 

menimbulkan kemudharatan kepada pihak yang 

bersangkutan, manfaat yang menjadi objek ijarah juga 

harus diketahui secara jelas kebolehannya berdasarkan 

hukum syariat. Karena pada dasarnya syarat sahnya 

suatu perjanjian sewa menyewa adalah manfaat objek 

yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan dalam 

agama. 
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Dalam Islam memperkenalkan konsep halal dan 

haram dalam sistem ekonominya, halal dan terhindar 

dari haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara 

pemanfaatannya. Segala aktivitas ekonomi yang 

dilakukan mestilah memenuhi prinsip halal dan 

menghindari berbagai hal yang diharamkan.
55

 

Demikian pula dalam bidang sewa menyewa 

beberapa barang yang dapat dijadikan objek sewa 

merupakan sesuatu yang dihalalkan oleh syara‟. Maka 

para ulama fiqh sepakat menyatakan tidak boleh 

menyewakan rumah dijadikan tempat protitusi dan pesta 

minuman keras serta menyewa pohon anggur untuk 

dibuat minuman keras, menyewa seseorang untuk 

membunuh orang lain (pembunuh bayaran) dengan tegas 

dinyatakan terlarang dan manfaat dari barang sewa yang 

tidak dibolehkan oleh ketentuan agama maka tidak sah 

dan wajib untuk ditinggalkan. Ulama fiqh menyatakan 

objek sewa tersebut merupakan perbuatan maksiat.
56

 

4. Jenis-Jenis Sewa Menyewa 

Akad ijarah digolongkan kepada beberapa jenis, yaitu:
57

 

a. A‟mal atau asykhas : konsep sewa atas 

jasa/pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan 

untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan 

membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna 

jasa disebut mustajir dan pekerja disebut ajir dan 

upah yang diberikan disebut ujrah (fee). 

b. „Ayn (muthlaqah) atau „ala al-a‟yan : akad sewa atas 

manfaat barang. Ijarah yang digunakan untuk 
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penyewaan asset dengan tujuan untuk mengambil 

manfaat dari asset. Objek sewa pada ijarah ini adalah 

barang dan tidak ada klausul yang memberikan 

pilihan kepada penyewa untuk membeli asset selama 

masa sewa atau pada akhir masa sewa. 

c. Muntahiya bittamlik : yaitu transaksi sewa menyewa 

antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk 

mendapatkan imbalan atas objek sewa yang 

disewakan dengan opsi perpindahan hal milik objek 

sewa baik dengan jual beli atau pemberian (hibah) 

pada saat tertentu sesuai dengan akad. Atau akad 

ijarah atas manfaat barang yang disertai dengan janji 

pemindahan hak milik atas barang sewa kepada 

penyewa, setelah selesai atau diakhirinya akad ijarah. 

d. Ijarah maushufah fi al-dzimmah : akad ijarah atas 

manfaat suatu barang (manfaat „ayn) dan/atau jasa 

(„amal) yang pada saat akad hanya disebutkan sifat-

sifat dan spesifikasinya (kuantitas dan kualitas). 

e. Ijarah tasyghiliyyah : akad ijarah atas manfaat barang 

yang tidak disertai dengan janji pemindahan hak 

milik atas barang sewa kepada penyewa. 

5. Pembayaran Upah dan Sewa 

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban 

pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. 

Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah 

berlangsungdan tidak disyaratkan mengenai pembayaran 

dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu 

Hanafih wajib diserahkan upahnya secara berangsur 

sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam 

Syafi‟I dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan 

akad itu sendiri. Jika mu‟jir menyerahkan zat benda yang 

disewa kepada musta‟jir, ia berhak menerima 
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bayarannya karena penyewa (musta‟jir) sudah menerima 

kegunaan.
58

 

6. Hak Dan Kewajiban Dalam Sewa Menyewa 

Para pihak yang melaksanakan transaksi ijarah 

memilik hak dan kewajiban tertentu, yaitu antara lain :
59

 

a. Pemberi sewa berkewajiban menyediakan asset yang 

disewa dan menjamin apabila timbul kecacatan 

terhadap barang sewa. Dalam penyediaan asset ini, 

pemberi sewa dapat membuat, membeli, atau 

menyewa barang yang akan disewakan termasuk 

melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan 

sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh 

penyewa. Begitu pula apabila kecacatan dari barang 

sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari 

objek barang sewa, pemberi sewa berkewajiban 

menjelaskan kecacatan tersebur kepada penyewa, 

dan apabila cacat tersebut diketahui setelah 

terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan 

hak opsi (khiyar) kepada penyewa untuk 

membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan 

atas pembayaran imbalan sewa. 

b. Penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan asen 

yang disewa dan membayar sewa, para ulama 

sepakat bahwa aset yang disewa adalah amanah di 

tangan penyewa. Namun, apabila aset yang disewa 

rusak tanpa pelanggaran dari yang dibolehkan atau 

lalai dalam menjaganya dari pihak penyewa, maka ia 

tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, 

karena ketika penyewa diizinkan oleh pemberi sewa 

untuk menikmati manfaat dari aset yang disewa, ia 
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tidak dianggap sebagai penjamin dari aset yang di 

sewa itu. 

c. Berkaitan dengan pemeliharaan terhadap aset yang 

disewa, kedua belah pihak dapat merinci hak dan 

kewajiban masing-masing sesuai dengan kebiasaan 

dan kelaziman dalam masyarakat. Misalnya penyewa 

dapat meminta pemberi sewa untuk melaksanakan 

pemeliharaan objek sewa untuk memastikan 

penggunaan yang berkelanjutan (misalnya, oli yang 

diperlukan untuk mesin dan peralatannta), atau untuk 

memungkinkan aset itu terus memberikan manfaat, 

sehingga diminta pemeliharaan dilakukan secara 

periodik. 

7. Berakhirnya Sewa Menyewa 

Sewa menyewa adalah jenis akad lazim, yaitu 

akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah 

satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, 

kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. 

Ijarah akan menjadi batal (fasakh) bila ada hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi 

pada tangan penyewa. 

b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah 

menjadi runtuh dan sebagainya. 

c. Rusaknya barang yang diupahkan (ma‟jur „alaih), 

seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan. 

d. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya 

masa yang telah ditentuksn dan selesainya pekerjaan. 

e. Menurut Hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah 

satu pihak, seperti yang menyewa took untuk dagang, 
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kemudian dagangannya ada yang mecuri, maka ia 

dibolehkan memfasakhkan sewaan itu.
60

 

8. Hikmah Sewa Menyewa 

Hikmah dalam pensyariatan sewa menyewa 

sangatlah besar sekali, karena didalam sewa terdapat 

unsur saling bertukar manfaat antara manusia yang satu 

dengan yang lainnya. Apabila persewaan tersebut 

berbentuk barang, maka dalam akad diisyaratkan untuk 

menyebutkan sifat dan kuantitasnya. Oleh sebab itu tidak 

boleh menyewakan suatu barang yang tidak ada 

kejelasan manfaatnya yaitu sebatas perkiraan dan terkaan 

belaka. Dan barangkali tanpa di duga barang tersebut 

dilarang kegunaannya dalam syariat Islam.
61

 

Maka akad harus diutamakan dalam suatu sewa 

menyewa, dan akad itu harus jelas tanpa ada yang di 

sembunyikan kepada pihak pemilik dan yang menerima 

sewa. Namun perlu diketahui manfaat dari sesuatu yang 

disewakan harus memiliki nilai-nilai yang tidak 

melanggar syari‟at agama yang telah diatur dalam Islam. 

 

C. Sewa Menyewa dalam Hukum Positif 

1. Pengertian Sewa Menyewa 

Pasal 1548 KUHPerdata berbunyi, sebagai 

berikut : Sewa Menyewa adalah suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak 

yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran 

suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir 
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itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik 

yang tetap maupun yang bergerak.
62

 

Perjanjian sewa menyewa ini sama halnya 

dengan perjanjian jual beli merupakan perjanjian yang 

penting karena sering dilakukan dalam prakti kehidupan 

masyarakat.
63

 

Perbedaan antara keduanya, adalah bahwa dalam 

hal jual beli yang diserahkan oleh pemilik barang adalah 

hak milik atas barang itu, sedangkan dalam sewa 

menyewa si pemilik barang hanya menyerahkan 

pemakaian dan pemungutan hasil dari barang, sedangkan 

hak milik atas barang itu tetap berada pada pihak yang 

menyewakan.
64

 

2. Unsur dan Syarat Perjanjian Sah menurut 

KHUPerdata 

Perjanjian sah dan mengikat adalah perjanjian 

yang memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang 

ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah dan 

mengikat diakui dan memiliki akibat hukum. Menurut 

ketentuan Pasal 1320 KHUPerdata, setiap perjanjian 

selalu memiliki empat unsur dan pada setiap unsur 

melekat syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
65

 

Perjanjian yang tidak memenuhi unsur-unsur dan 

syarat-syarat seperti yang ditentukan di atas tidak akan 

diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-pihak 

yang membuatnya, tetapi tidak mengikat, artinya tidak 

wajib dilaksanakan. Apabila dilaksanakan juga, sampai 
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suatu ketika ada pihak yang tidak mengakuinya dan 

menimbulkan sengketa. Apabila diajukan ke pengadilan, 

pengadilan akan membatalkan atau menyatakan 

perjanjian itu batal. 

Adapun unsur dan syarat suatu perjanjian sah 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Unsur subjek, minimal ada dua pihak dalam 

perjanjian yang mengadakan persetujuan kehendak 

antara pihak yang satung mengadakan persetujuan 

kehendak antara pihak yang satu Persetujuan itu 

sifatnya sudah final, tidak lagi dalam dan pihak yang 

lain. Kedua pihak dalam perjanjian harus memenuhi 

syarat-syarat kebebasan menyatakan kehendak, tidak 

ada paksaan, penipuan dan kekhilafan satu sama lain. 

Persetujuan kehendak adalah persepakatan sekata 

antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Apa 

yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga 

dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu 

sifatnya sudah final, tidak lagi dalam tawar menawar. 

2. Kewenangan (kecakapan) 

Unsur perbuatan (kewenangan berbuat, setiap 

pihak dalam perjanjian wewenang melakukan 

perbuatan hukum menurut undang-undang. Pada 

umumnya orang dikatakan wenang atau cakap 

melakukan perbuatan hukum apabila dia sudah 

dewasa. Artinya sudah mencapai umur 21 penuh atau 

sudah kawin walaupun belum berumur 21 tahun 

penuh. 

Menurut ketentuan Pasal 1330 KHUPerdata, 

dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah 

orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di 

bawah pengampuan, dan orang yang sakit ingatan. 
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Apabila melakukan perbuatan hukum, mereka harus 

diwakili oleh wali mereka. 

3. Objek (Prestasi) Tertentu 

Unsur objek tertentu atau dapat ditentukan 

berupa memberikan suatu benda bergerak atau tidak 

bergerak, berwujud atau tidak berwujud; melakukan 

suatu perbuatan tertentu atau tidak melakukan 

perbuatan tertentu. Suatu objek tertentu atau prestasi 

tertentu merupakan objek perjanjian, prestasi yang 

wajib dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau 

sekurang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan 

mengenai objek perjanjian adalah untuk 

memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban 

pihak-pihak. Jika objek perjanjian atau prestasi itu 

kabur, tidak jelas, sulit, bahkan tidak mungkin 

dilaksanakan, perjanjian itu batal. 

Menurut ketentuan Pasal 1234 KHUPerdata, 

objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi 

pihak-pihak itu dapat berupa memberikan benta 

tertentu, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau 

tidak berwujud. Misalnya dalam jual beli sepeda 

motor, pihak pembeli menyerahkan sejumlah uang 

harga sepeda motor. Missal lain lagi, jual beli 

piutang (tidak berwujud), pihak penjual 

menyerahkan (memberikan) piutang, seperti surat 

saham, surat wesel, atau surat cek dan pembeli 

menyerahkan sejumlah uang tagihan dalam surat 

piutang. 

4. Tujuan Perjanjian 

Unsur tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai 

pihak-pihak itu harus memenuhi syarat halal. Tujuan 

perjanjian yang akan dicapai pihak-pihak itu sifatnya 
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harus halal. Artinya, tidak dilarang undang-undang, 

tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. 

Kausa yang halal dalam Pasal 1320 KHUPerdata itu 

bukan sebab yang mendorong orang membuat 

perjanjian, melainkan isi perjanjian itu sendiri 

menjadi tujuan yang akan dicapai pihak-pihak. 

Undang-undang tidak memedulikan apa yang 

menjadi sebab pihak-pihak mengadakan perjanjian, 

tetapi yang diawasi oleh undang-undang adalah isi 

perjanjian sebagai tujuan yang hendak dicapai pihak-

pihak itu. 

Menurut ketentuan Pasal 1338 KHUPerdata, 

perjanjian yang dibuat dengan sah dan mengikat 

berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak 

yang membuatnya, tidak dapat dibatalkan tanpa 

persetujuan kedua belah pihak dan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik, uraian tentang pasal 

ini sebagai berikut: 

a. Berlaku sebagai undang-undang 

Artinya, perjanjian mempunyai kekuatan 

mengikat dan memaksa serta memberi kepastian 

hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. 

Pihak-pihak wajib menaati perjanjian itu sama 

dengan menaati undang-undang. Apabila ada 

pihak yang melanggar perjanjian yang mereka 

buat, dia dianggap sama dengan melanggar 

undang-undang sehingga diberi akibat hukum 

tertentu, yaitu sanksi hukum. Jadi, siapa yang 

melanggar perjanjian, dia dapat dituntut dan 

diberi hukuman seperti yang telah ditetapkan 

dalam undang-undang. 
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b. Tidak dapat dibatalkan sepihak 

Karena perjanjian adalah persetujuan kedua belah 

pihak, jika akan dibatalkan harus dengan 

persetujuan kedua belah pihak juga. Akan tetapi, 

jika ada alasan yang cukup menurut undang-

undang, perjanjian dapat dibatalkan secara 

sepihak. Alasan-alasan ditetapkan undang-

undang itu adalah sebagai berikut: 

1. Perjanjian yang bersifat terus-menerus, 

berlakunya dapat dihentikan secara sepihak. 

Misalnya, Pasal 1571 KUHPerdata tentang 

sewa menyewa yang dibuat secara tidak 

tertulis dapat dihentikan dengan 

pemberitahuan kepada penyewa. 

2. Perjanjian sewa suatu rumah Pasal 1587 

KUHPerdata setelah berakhir waktu sewa 

seperti ditentukan dalam perjanjian tertulis, 

penyewa tetap menguasai rumah tersebut 

tanpa ada teguran dari pemilik yang 

menyewakan, maka penyewa dianggap tetap 

meneruskan penguasaan rumah itu atas dasar 

sewa menyewa dengan syarat-syarat yang 

sama untuk waktu yang ditentukan menurut 

kebiasaan setempat. Jika pemilik ingin 

menghentikan sewa menyewa tersebut, dia 

harus memberitahukan kepada penyewa 

menurut kebiasaan setempat. 

3. Perjanjian pemberian kuasa dalam Pasa 1814 

KUHPerdata, pemberi kuasa dapat menarik 

kembali kuasanya apabila dia 

menghendakinya. 
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4. Perjanjian pemberian kuasa Pasal 1817 

KUHPerdata, penerima kuasa dapat 

membebaskan diri dari kuasa yang 

diterimanya dengan memberitahukan kepada 

pemberi kuasa. 

c. Pelaksanaan dengan itikad baik 

Itikad baik (te goeder trouw) dalam Pasal 1338 

KUHPerdata adalah ukuran objektif untuk 

menilai pelaksanaan perjanjian, apakah 

pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-

norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah 

pelaksanaan perjanjian itu telah berjalan diatas 

rel yang benar. Apa yang dimaksud dengan 

kepatutan dan kesusilaan, undang-undang sendiri 

tidak memberikan rumusannya. Akan tetapi, jika 

dilihat dari katanya, kepatutan artinya 

kepantasan, kelayakan, kesesuaian, dan 

kecocokan; sedangkan kesusilaan artinya 

kesopanan dan keadaban. Berdasar pada arti kata-

kata tersebut dapat dirumuskan kiranya kepatutan 

dan kesusilaan itu sebagai nilai yang patut, 

pantas, layak, sesuai, cocok, sopan, dan beradab 

sebagaimana sama-sama dikehendaki oleh 

masing-masing pihak yang berjanji. 

3. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian 

sewa menyewa menurut Pasal 1548 KUHPerdata 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1550 KUHPerdata, pihak 

yang menyewakan mempunyai tiga kewajiban yang 

wajib dipenuhi, yaitu: 
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1. Menyerahkan benda sewaan kepada penyewa 

Hal yang diserahkan itu hanya penguasaan 

benda (bezit), bukan hak milik. Penyerahan benda 

sewaan bertujuan untuk memberikan kenikmatan 

kepada pihak penyewa. Menurut ketentuan Pasal 

1551 KUHPerdata, pihak yang menyewakan wajib 

menyerahkan benda sewaan dalam keadaan 

terpelihara dengan baik. Selain itu, selama waktu 

sewa, pihak yang menyewakan juga wajib 

melakukan perbaikan-perbaikan pada benda sewaan, 

kecuali perbaikan ringan yang dibebankan kepada 

pihak penyewa. Menurut Pasal 1583 KUHPerdata, 

perbaikan ringan yang dimaksud, antara lain: 

perbaikan lemari, tutupan jendela, kunci dalam, kaca 

jendela, dan yang semacam itu menurut kebiasaan 

setempat.  

Dalam praktek sewa menyewa, penyerahan 

benda sewaan bergantung pada sifat sewa menyewa 

yaitu secara harian, bulanan, tahunan, atau jangka 

waktu yang sudah ditentukan. Apabila sewa 

menyewa itu secara bulanan atau tahunan, 

penyerahan terjadi pada waktu yang bersamaan 

dengan pembayaran sewa bulan pertama atau tahun 

pertama. Pada sewa menyewa yang sudah ditentukan 

jangka waktunya, penyerahan terjadi ketika 

pembayaran sewa dilunasi. 

2. Pemeliharaan Benda Sewaan 

Kewajiban kedua yang wajib dipenuhi oleh 

pihak yang menyewakan adalah pemeliharaan benda 

sewaan. Menurut ketentuan Pasal 1550 KHUPerdata 

butir 2 KHUPerdata, pihak yang menyewakan wajib 

memelihara benda sewaan sedemikian rupa sehingga 
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benda itu dapat dipakai untuk keperluan yang 

dimaksud. Dalam melaksanakan kewajiban 

pemeliharaan tersebut, Pasal 1551 ayat 2 

KHUPerdata menentukan, selama berlakunya sewa 

menyewa, pihak yang menyewakan wajib menyuruh 

melakukan perbaikan kecil yang menjadi kewajiban 

penyewa. Pemeliharaan ini berlangsung sejak 

diadakan sewa menyewa tersebut. Tujuan utama 

pemeliharaan adalah keselamatan, keamanan dan 

kenikmatan penyewaan. 

3. Penjaminan Benda Sewaan  

Kewajiban ketiga pihak yang menyewakan 

adalah wajib menjamin pihak penyewa terhadap 

cacat benda sewaan yang mengganggu pemakaian 

meskipun pihak yang menyewakan itu sendiri tidak 

mengetahuinya ketika sewa menyewa itu dibuat. 

Apabila cacat itu telah mengakibatkan kerugian bagi 

pihak penyewa, pihak yang menyewakan wajib 

memberikan ganti rugi, hal ini ditegaskan dalam 

Pasal 1552 KHUPerdata. 

4. Klausula Eksonerasi 

Dalam perjanjian sewa menyewa, pihak yang 

menyewakan berusaha membatasi atau meniadakan 

kewajibannya dengan membuat ketentuan khusus 

sewa menyewa tertulis. Berdasar pada ketentuan ini, 

pihak yang menyewakan bebas dari tanggung jawab 

memikul beban, baik berupa biaya maupun kerugian 

yang mungkin timbul.  
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D. Menyewakan Pohon Untuk Mengambil Buah dan 

Niranya 

Sebagian ulama berpendapat bahwa manfaat yang 

disewa itu hendaklah jangan sampai mengandung lenyapnya 

sesuatu yang berupa zat, hanya harus semata-mata manfaat 

saja. Ulama berpendapat demikian tidak memperbolehkan 

menyewa pohon-pohon untuk mengambil buahnya, begitu 

juga menyewa binatang untuk mengambil bulu dan 

sebagainya. Ulama yang lain berpendapat bahwa tidak ada 

halangan menyewakan pohon-pohonan karena buahnya, 

berlaku seperti menyewa seorang perempuan untuk 

menyusukan anak. 

Menyewakan pohon kelapa selama beberapa waktu 

jelas al-ijarah bila akadnya sewa menyewa. Bila memang 

ada bersama pohon itu dan bisa diambil seperti manfaat dari 

pohon kelapa tersebut seperti halnya nira kelapa maka akad 

sewa menyewa adalah akad yang fasik pada dasarnya yang 

diinginkan dari sewa menyewa adalah manfaat. 

 

E. Pengertian Tuak 

Tuak adalah sejenis minuman beralkohol Nusantara 

yang merupakan hasil fermentasi dari nira. Menurut kamus 

besar bahasa Indonesia tuak adalah minuman beralkohol 

yang dibuat dari nira kelapa yang diragikan. Sebagai bagian 

dari alkohol, tuak adalah minuman yang membuat tenang 

dan memabukan. Karena tuak tergolong minuman khamar 

maka Al-Qur‟an menyerukan kepada umat menjauhi 

perbuatan itu sebagai jalan keluar menuju kepada 

kebahagiaan. 

Tuak dibuat secara konvensional, sehingga tidak 

diketahui kadar alkohol dan jumlah sel ragi saccharomyces 
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tuac di dalam tuak tersebut. Tuak merupakan minuman 

beralkohol yang tidak jauh berbeda dengan miras (minuman 

keras) lainnya. Air tuak yang diminum secara terus menerus 

atau berkelanjutan akan mengganggu kesehatan 

peminumnya. Nira aren yang merupakan bahan dasar 

pembuatan tuak mengandung alkohol dengan kadar 4%. 

Menurut KepMenkes No.151/A/SK/V/81 bahwa minuman 

atau obat tradisional yang tergolong dalam miras (minuman 

keras) yang mengandung alkohol >1%.
66

 

Pada penentuan kadar kandungan alcohol dalam tuak 

maka telah dilakukan preliminary di Laboratorium FMIPA 

USU (unpublished data) dan sampel yang digunakan nira 

aren asli, nira di tambah raru (Rapistrum Rugosum L), tuak 

asli, dan tuak yang dipasarkan. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan tuak yang dipasarkan dengan kadar 

kandungan alkohol 20% yaitu pada hari pertama.
67

 

Para ulama fikih (hukum Islam) sebelum menetapkan 

meminum “tuak” (zat dan nama “tuak” tidak ditemukan 

dalam Al-Qur‟an), maka untuk menetapkan hukumnya 

ulama fikih mencari akibat meminum tuak yaitu 

memabukkan. Dalam Al-Qur‟an dan Hadist khamar 

diharamkan karena memabukkan. Berdasarkan hubungan 

dua zat tersebut (tuak dan khamar) ulama fikih melihat 

adanya persamaan diantara kedua zat itu sama-sama 

memabukkan, maka ditetapkanlah hukum meminum tuak 

haram karena memabukkan.
68

 

 

 

                                                           
66 Noradina and Herlina, Vitamin E Dan Paparan Tuak Terhadap Fragilitas 

Osmotik, 14. 
67 Ibid., 14. 
68 Ahmad Taufik Nasution, Filsafat Ilmu Hakikat Mencari Pengetahuan 

(Yogyakarta: Deepublish, 2019), 69. 
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F. Dasar Hukum Undang-Undang Minuman Beralkohol 

Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 

pada Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan barang siapa yang 

membuat minuman keras dengan tidak mendapat izin 

perusahaan, dihukum dengan hukuman kurungan paling 

lama satu tahun, atau dengan hukuman denda paling banyak 

Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedang minuman keras 

yang dibuatnya serta mesin-mesin, alat-alat dan bejana-

bejana yang dipergunakan, dirampas pula.
69

 

Berdasarkan Rancangan Undang-Undang (RUU) 

tentang larangan minuman beralkohol dalam Pasal 1 

menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman 

yang mengandung etanol (C2  H5OH) yang diproses dari 

bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan 

cara fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara 

memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, 

menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses 

dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau 

dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
70

 

Ketentuan golongan minuman tersebut terdapat pada 

Bab II tentang Klasifikasi, Pasal 4 ayat 1 RUU Larangan 

Minuman Beralkohol yang pertama, minuman beralkohol 

golongan A dengan kadar etanol lebih dari 1-5 persen. 

Kedua, minuman beralkohol golongan B dengan kadar 

etanol lebih dari 5-20 persen. Sementara itu, minuman 

beralkohol golongan C dengan kadar etanol 20-55 persen. 

Adapun dalam Pasal 4 ayat 2 RUU Larangan Minuman 

Beralkohol disebutkan bahwa selain minuman beralkohol 

berdasarkan golongan, minuman beralkohol yang ikut 

                                                           
69 Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 

1947 Tentang Cukai Minuman Keras. 
70 Pasal 1 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 

Larangan Minuman Beralkoho. 
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dilarang meliputi minuman beralkohol tradisional dan 

minuman beralkohol campuran atau racikan.
71

 

Sementara itu, pada penjelasan Pasal 4 Ayat 2 RUU 

Larangan Minuman Beralkohol terkait minuman beralkohol 

tradisional disebutkan bahwa minuman beralkohol 

tradisional berasal dari pengolahan pohon kelapa, enau atau 

racikan lainnya. Adapun jenis-jenis minuman beralkohol 

tradisional yang dimaksud adalah sopi, bobo, balo, tuak, 

arak, saguer atau dengan nama lainnya. 

Tujuan Larangan Minuman Beralkohol terdapat 

dalam Pasal 3 yaitu: untuk melindungi masyarakat dari 

dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol, 

menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya 

minuman beralkohol dan menciptakan ketertiban dan 

ketentraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan 

oleh peminum minuman beralkohol.
72

 Pasal 5 menyebutkan 

bahwa Setiap orang dilarang memproduksi minuman 

beralkohol golongan A, golongan B, golongan C, minuman 

beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran 

atau racikan.
73

  

Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan 

minuman beralkohol, dilakukan dengan memberikan laporan 

kepada instansi berwenang dalam hal terjadi pelanggaran 

terhadap larangan produksi, distribusi, perdagangan, 

dan/atau kelompok masyarakat. Peran serta masyarakat 

dapat dilakukan oleh orang perseorangan dan/atau kelompok 

masyarakat. Dan peran serta masyarakat berhak atas jaminan 

perlindungan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
                                                           

71 Pasal 4 Ayat (1) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 

Larangan Minuman Beralkohol.  
72 Pasal 3 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 

Larangan Minuman Beralkohol.  
73 Pasal 5 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 

Larangan Minuman Beralkohol.  
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undangan. Peran serta masyarakat tersebut terdapat dalam 

Pasal 17 RUU Larangan Minuman Beralkohol.
74

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74 Pasal 17 Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang 

Larangan Minuman Beralkohol.  
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